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ABSTRAK

Seluruh warga negara baik orang pribadi maupun badan wajib memenuhi
kewajiban perpajakan sebagai kontribusi warga negara dalam pembangunan nasional. Oleh
sebab itu, pajak menjadi sumber pendapatan negara terbesar yang mencapai 68% dari
keseluruhan pendapatan negara di tahun 2023. Akan tetapi, sejak beralihnya pemungutan
pajak dengan Self Assessment System di tahun 1984, perpajakan di Indonesia tidak selalu
dilaksanakan dengan baik, sebab wajib pajak dapat memanfaatkan celah pada sistem
tersebut untuk menghindari kewajiban perpajakannya. Selain itu, perusahaan dapat
berpotensi melakukan kesalahan perhitungan hingga lalai dalam menyetorkan dan
melaporkan pajaknya. Oleh sebab itu, dilakukan tax review pada salah satu perusahaan untuk
mengetahui kepatuhan waijib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kewajiban perpajakan yang wajib dipenuhi oleh PT KA yaitu PPh Pasal 4(2),
PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPN. PT KA tidak memenuhi PPh Pasal 22 karena tidak
memiliki transaksi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta tidak memenuhi PPh
Pasal 25 karena PT KA tidak memiliki PPh Badan terutang sebesar 22% yang disampaikan
pada SPT Tahunan Badan. Pelaksanaan tax review dimulai dari perhitungan, penyetoran,
hingga pelaporan pajak yang telah dilakukan perusahaan untuk menilai kepatuhan wajib pajak
badan. Setelah dilakukan review, maka dapat disimpulkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang
terbagi atas kepatuhan formal dan kepatuhan material. Apabila wajib pajak membayar dan
menyampaikan pajak dengan tepat waktu, maka wajib pajak dinyatakan patuh secara formal.
Apabila wajib pajak menghitung pajak terutangnya dengan benar sesuai peraturan
perpajakan, maka wajib pajak dinyatakan patuh secara material.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan penelitian ini
dilakukan pada PT KA yang bergerak di industri properti. Pengumpulan data diperoleh dari
data primer yaitu wawancara yang dilakukan kepada karyawan perusahaan dan dokumentasi
dengan mengumpulkan dokumen perpajakan dari PT KA, kemudian data diperoleh dari data
sekunder vyaitu studi pustaka seperti buku perpajakan, Undang-Undang Perpajakan,
Peraturan Pemerintah, serta artikel resmi.

Berdasarkan hasil tax review, PT KA belum sepenuhnya patuh secara formal
dan material terhadap kewajiban perpajakannya, sebab PT KA masih mengalami
keterlambatan dalam menyetor dan melaporkan pajaknya, sehingga PT KA belum memenuhi
kepatuhan formal. Kemudian masih ditemukannya kesalahan perhitungan pajak yang
dilakukan perusahaan, sehingga PT KA belum memenuhi kepatuhan material. Pada saat
memotong PPh, staf keuangan perlu memastikan kembali tarif PPh yang tercantum pada
faktur yang diterima dari perusahaan yang menyerahkan jasa agar tidak terjadi kesalahan
perhitungan PPh yang dapat menimbulkan kurang bayar serta sanksi bunga atas kurang
bayar tersebut. Kemudian PT KA perlu melakukan pengelompokkan penghasilan teratur dan
penghasilan tidak teratur agar konsultan pajak dapat melakukan perhitungan PPh Pasal 21
atas komisi, bonus, uang lembur yang diserahkan kepada pegawainya.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Tax
Review



ABSTRACT

All citizens, both individuals and entities, are obliged to fulfill tax obligations as a citizen's
contribution to national development. Therefore, tax is the largest source of state income,
reaching 68% of total state income in 2023. However, since the switch to tax collection with
the Self Assessment System in 1984, taxation in Indonesia is not always implemented well,
because taxpayers can take advantage of loopholes in the system for the obligation to avoid
taxation. Apart from that, companies have the potential to make calculation errors and even
be negligent in depositing and reporting their taxes. Therefore, a tax review was carried out
on one of the companies to determine the compliance of corporate taxpayers in fulfilling their
tax obligations.

PT KA must fulfill the tax obligations of PPh Article 4(2), PPh Article 21, PPh
Article 23, and VAT. The implementation of the tax review starts from calculations, deposits,
and tax reporting that the company has carried out to assess corporate taxpayer compliance.
After conducting a tax review, analysts divide the level of taxpayer compliance into formal
compliance and material compliance. If the taxpayer pays and submits taxes on time, then the
taxpayer is declared formally compliant. If the taxpayer calculates the tax owed correctly
according to tax regulations, then the taxpayer is declared materially compliant.

This research uses descriptive research methods conducted at PT KA, which
operates in the property industry. We collected data from primary data, namely interviews
conducted with company employees and documentation by collecting tax documents from PT
KA. We obtained data from secondary sources, including literature studies such as tax books,
Tax Laws, Government Regulations, and official articles.

Based on the results of the tax review, PT KA has not fully complied formally
and materially with its tax obligations, because PT KA is still experiencing delays in depositing
and reporting its taxes, so PT KA has not yet fulfilled formal compliance. Then the company
still discovered tax calculation errors, so that PT KA had not yet fulfilled material compliance.
When deducting PPh, financial staff need to confirm the PPh rate stated on the invoice
received from the company providing services so that there are no errors in calculating PPh
which could result in underpayments and interest sanctions for the underpayments. Then PT
KA needs to group regular income and irregular income so that tax consultants can calculate
PPh Article 21 on commissions, bonuses, overtime pay given to their employees..

Keywords: Taxpayer Compliance, Tax, Income Tax, Value Added Tax, Tax Review.
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1.1. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak merupakan kontribusi
wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dengan memenuhi kewajiban perpajakan dapat menunjukkan bentuk tanggung
jawab setiap warga negara dalam melaksanakan pembangunan nasional.
Pemungutan pajak yang bersifat memaksa menjadikan penerimaan pajak sebagai
pendapatan terbesar bagi negara. Hal ini dapat dibuktikan pada laporan kementrian
keuangan, bahwa di tahun 2023 penerimaan pajak mencapai Rp1.739,8 triliun dari
keseluruhan pendapatan negara sebesar Rp2.553,2 ftriliun. Oleh sebab itu,
penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang utama dan perlu

diawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi defisit pada anggaran negara.

Pajak merupakan kontribusi wajib, sehingga seluruh warga negara
baik orang pribadi maupun badan perlu memahami proses pelaksanaan perpajakan
untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam Undang-Undang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pemungutan pajak dilakukan dengan Self
Assessment System dimana proses pelaksanaan perpajakan dilakukan secara
mandiri oleh Wajib Pajak dimulai dari menghitung, menyetorkan, hingga melaporkan
pajaknya ke otoritas pajak. Selain itu, pemungutan pajak dilakukan dengan
Withholding System, dimana pihak ketiga yang melakukan atau memfasilitasi
transaksi dengan waijib pajak memiliki wewenang untuk menentukan besar kecilnya
pajak terutang wajib pajak, sehingga pajak atas penghasilan yang diserahkan kepada

waijib pajak akan dipotong oleh pihak ketiga dan disetorkan langsung ke kas negara.

Bagi Waijib Pajak Badan, perpajakan tidak selalu dilaksanakan dengan
baik, sebab beban pajak pada perusahaan dapat mengurangi laba yang diperoleh
serta dividen yang akan dibagikan kepada pemegang sahamnya. Pemungutan pajak
dengan Self Assessment System dapat memberikan peluang bagi Wajib Pajak untuk
menghindari kewajiban perpajakannya dengan memanipulasi atau menyembunyikan
informasi mengenai penghasilan perusahaan. Oleh sebab itu, dilakukan pemeriksaan
pajak oleh petugas pajak untuk mengevaluasi pelaksanaan pajak dengan Self

Assessment System. Akan tetapi, pada kondisi aktualnya pemeriksaan pajak tidak



dapat dilaksanakan sepenuhnya, sebab pada tahun 2023 jumlah petugas pajak
mencapai 46 ribu pegawai dan tidak sebanding dengan jumlah Waijib Pajak yang
mencapai 69,1 Juta (DJP, 2024), kondisi ini dapat memberikan peluang bagi Wajib
Pajak untuk tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Selain menghindari
perpajakan, perusahaan yang melakukan pemungutan pajak dengan Self
Assessment System dan Withholding System dapat berpotensi melakukan kesalahan
perhitungan pajak, serta terjadi kelalaian dalam menyetor hingga melaporkan
pajaknya. Oleh sebab itu, dilakukan tax review terhadap salah satu perusahaan di
Indonesia untuk menilai kepatuhan waijib pajak badan dalam menjalankan kewajiban

perpajakannya.

Tax review dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap
seluruh kewajiban perpajakan perusahaan dimulai dari perhitungan, pemotongan,
penyetoran, hingga pelaporan pajaknya (Suandy, 2016). Apabila hasil dari tax review
ditemukan ketidaksesuaian dengan Peraturan Perpajakan, maka wajib pajak dapat
menyampaian pembetulan SPT ke Direktorat Jenderal Pajak sebelum dilakukannya
pemeriksaan pajak oleh petugas pajak, serta mengantisipasi pengenaan sanksi yang
lebih besar. Selain menilai kepatuhan wajib pajak, tax review dapat menjadi bahan
evaluasi bagi perusahaan untuk menghindari konsekuensi perpajakan di periode

selanjutnya.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian
Berdasarkan latar belakang di atas maka diidentifikasi rumusan masalah sebagai
berikut:

1. Bagaimana hasil tax review terhadap pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan
di PT KA?

2. Bagaimana hasil tfax review terhadap pelaksanaan kewajiban Pajak
Pertambahan Nilai di PT KA?

3. Apakah PT KA sebagai Wajib Pajak telah patuh secara formal dan material

terhadap seluruh kewajiban perpajakannya?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui hasil tax review terhadap pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan
di PT KA



2. Mengetahui hasil tax review terhadap pelaksanaan kewajiban Pajak
Pertambahan Nilai di PT KA
3. Mengetahui kepatuhan formal dan kepatuhan material PT KA terhadap seluruh

kewajiban perpajakannya

1.4. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak sebagai
berikut:

1. Bagi Perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran maupun informasi tambahan
bagi perusahaan dalam pelaksanaan perpajakan di tahun pajak berikutnya.
Penelitian ini juga diharapkan dapat memitigasi risiko kesalahan perhitungan
pajak oleh perusahaan, mengantisipasi pengenaan sanksi atau denda pajak
yang wajib dibayar, serta meningkatkan kepatuhan bagi perusahaan di masa

pajak selanjutnya.

2. Bagi Pembaca
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan baru
mengenai perpajakan yang terjadi di industri properti, serta dapat menjadi
referensi bagi pembaca yang akan meneliti Pajak Penghasilan dan Pajak

Pertambahan Nilai di ruang lingkup yang sama.

1.5. Kerangka Pemikiran

Dalam menjalankan pembangunan nasional, dibutuhkan pendapatan sebagai dana
untuk membiayai segala keperluan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2007, seluruh warga negara waijib melakukan memenuhi kewajiban perpajakannya
sebagai kontribusi warga negara dalam mendukung pembangunan nasional. Oleh
sebab itu, penerimaan pajak merupakan kontribusi dominan pada pendapatan
negara. Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, masyarakat perlu memahami
sistem pemungutan pajak sebagai mekanisme dalam pelaksanaan perpajakannya.
Sistem pemungutan perpajakan di Indonesia dimulai dengan Official Assessment
System yang memberikan wewenang kepada otoritas pajak untuk menentukan pajak
terutang wajib pajak yang harus disetorkan ke kas negara. Pada tahun 1984, sistem

pemungutan pajak beralih ke Self Assessment System yang memberikan



kepercayaan dan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar
hingga melaporkan pajaknya secara mandiri ke otoritas pajak. Sistem ini dilakukan
untuk mengurangi beban administratif pemerintah dalam menghitung pajak terutang
setiap wajib pajak dan diharapkan sistem ini mampu meningkatkan kepatuhan wajib
pajak, sebab waijib pajak terlibat langsung dalam proses perhitungan dan pelaporan
pajaknya akan memiliki rasa tanggung jawab terhadap kewajiban perpajakannya.
Akan tetapi, pada kondisi aktualnya penerapan Self Assessment System tidak
sepenuhnya berjalan dengan baik, sebab Wajib pajak dapat memanipulasi atau
menyembunyikan informasi mengenai penghasilannya. Selain itu, Wajib Pajak dapat
melakukan kesalahan dalam perhitungan pajaknya hingga terjadi keterlambatan

dalam menyetorkan dan melaporkan pajaknya

Berdasarkan artikel pada website resmi DDTC (2020), kepatuhan
wajib pajak terdiri dari kepatuhan formal dan kepatuhan material. Waijib pajak
dinyatakan patuh secara formal apabila waijib pajak telah memenuhi administrasi
perpajakan, serta membayar dan melaporkan pajaknya sesuai dengan batas waktu
yang ditetapkan. Kemudian, waijib pajak dinyatakan patuh secara material apabila
perhitungan pajak terutang dilakukan dengan benar sesuai peraturan perpajakan
yang berlaku. Pada tahun 2023, dari total 19.4 juta wajib pajak, hanya 17.1 juta waijib
pajak yang telah menyampaikan SPT Tahunan, sehingga rasio kepatuhan formal
wajib pajak pada tahun 2023 mencapai 88%. Meskipun meningkat dibandingkan
dengan tahun sebelumnya, rasio tersebut menunjukkan bahwa tidak semua waijib
pajak melaporkan SPT-nya. Selain itu, rasio tersebut hanya menunjukkan kepatuhan
formal tidak termasuk dengan kepatuhan material. Kepatuhan material merupakan
aspek penting perpajakan, sebab penerimaan pajak yang tidak optimal dapat

menyebabkan defisit pada anggaran negara.

PT KA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang properti,
memiliki kontribusi wajib pada pendapatan negara dengan menjalankan kewajiban
perpajakannya sesuai Peraturan Perpajakan. Dalam Self Assessment System, PT KA
wajib menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.
Kewajiban pajak dengan Self Assessment System yaitu Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 25. Apabila perusahaan telah dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka perusahaan wajib memungut PPN atas
penyerahan/penjualan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). PPN

merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau



Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat
dalam setiap jalur produksi dan distribusi, sehingga perusahaan akan mencatat PPN
Keluaran apabila perusahaan memungut PPN atas penjualan Barang Kena Pajak
(BKP)/ Jasa Kena Pajak (JKP). Namun sebaliknya, perusahaan akan mencatat PPN
Masukan apabila perusahaan dipungut PPN atas pembelian Barang Kena Pajak
(BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Tarif PPN yang dikenakan pada BKP/JKP yaitu
sebesar 11% menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 7 Ayat 1.
Selanjutnya, Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran pajak yang harus
dibayarkan setiap bulannya. Besarnya PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan Pajak
penghasilan yang terutang di tahun pajak sebelumnya, lalu dikurangi kredit pajak,

kemudian dibagi dengan 12 bulan.

Pada Withholding System, pihak ketiga sebagai pemberi penghasilan
memiliki wewenang untuk menentukan besaran pajak terutang atas penghasilan yang
diserahkan kepada subjek pajak. Kewajiban pajak dengan withholding system yaitu
Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 yang akan dikenakan pada penghasilan yang
diperoleh dari bunga deposito atau tabungan lainnya, transaksi pengalihan hak atas
tanah/bangunan, sewa tanah/bangunan, jasa konstruksi, dan penghasilan lainnya
sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian Pajak Penghasilan
Pasal 21 akan dikenakan atas penghasilan teratur dan tidak teratur antara lain gaji,
upah, honorarium, tunjangan, atau pembayaran lain yang berhubungan dengan
pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan subjek pajak dalam negeri.
Tarif pajak PPh 21 menggunakan tarif progresif pada Undang-Undang No.7 tahun
2021 pasal 7. Kemudian pada Pajak Penghasilan Pasal 22 akan dikenakan apabila
perusahaan melakukan impor serta memiliki transaksi dengan Badan Usaha Milik
Negara (BUMN). Selanjutnya pada Pajak Penghasilan Pasal 23 dikenakan atas
penghasilan yang berasal dari sewa selain tanah dan bangunan, penyerahan jasa,

bunga, royalti, dan penghargaan.

PT KA sebagai pemberi penghasilan akan memotong penghasilan
yang diserahkan kepada pegawai dan perusahaan jasa yang bekerja sama. Atas
pemotongan tersebut PT KA wajib membuat bukti potong untuk diserahkan kepada
penerima penghasilan sebagai bukti bahwa penghasilan yang diserahkan telah
dipotong PPh. Pada penghasilan yang diperoleh atas penjualan unit rumah, PT KA
menyetorkan sendiri PPh-nya sehingga tidak dibuatnya bukti potong. PPh yang telah

dipotong akan diakui sebagai utang PPh dan wajib disetorkan paling lambat tanggal



10 bulan berikutnya, kemudian atas pemotongan tersebut dilaporkan pada SPT Masa
paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Setelah melakukan perhitungan PPh
terutang, dilakukan perhitungan Pajak Penghasilan Badan sebesar 22% dan wajib
dilaporkan pada SPT Tahunan Badan yang mencerminkan keadaan atau kegiatan
usaha yang sebenarnya. Penghasilan Kena Pajak untuk menghitung PPh Badan
diperoleh dari perhitungan penghasilan neto fiskal berdasarkan Undang-Undang
Perpajakan, kemudian dikurangi oleh kompensasi kerugian. Akan tetapi, Laporan
Laba Rugi disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK),
sehingga penghasilan neto tidak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Oleh
sebab itu, dilakukan rekonsiliasi fiskal sebelum menghitung PPh Badan dan
melaporkan SPT Tahunan Badan untuk menyesuaikan penghasilan neto berdasarkan

PSAK dengan penghasilan neto berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.

Sebagian besar Wajib Pajak Badan menganggap kewajiban
perpajakan dapat memberatkan perusahaan, sebab beban pajak akan mengurangi
laba bersih yang diterima. Pada Self Assessment System, perusahaan dapat secara
sengaja tidak melakukan perhitungan pajak dan tidak melaporkan pajaknya. Selain
menghindari pajak, pada Self Assessment System dan Withholding System
perusahaan dapat melakukan kesalahan perhitungan pajak, serta terjadinya kelalaian
dalam menyetor hingga melaporkan pajaknya. Oleh sebab itu, dilakukan tax review
untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, menyetorkan dan

melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut Suandy (2016:155), tax review merupakan suatu kegiatan
pemeriksaan terhadap seluruh pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan
oleh perusahaan. Pemeriksaan dimulai dari perhitungan, penyeteroan, hingga
pelaporan pajak yang telah dilakukan perusahaan untuk menilai kepatuhan
perusahaan sebagai waijib pajak badan. Setelah dilakukan tax review, maka dapat
disimpulkan tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan indikator kepatuhan formal
dan kepatuhan material. Apabila wajib pajak telah memenuhi kepatuhan formal dan
material, maka waijib pajak dinyatakan patuh. Apabila waijib pajak tidak memenuhi
salah satu kepatuhan maupun keduanya, maka waijib pajak dinyatakan tidak patuh
dan akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang dapat

merugikan perusahaan. Kerangka pemikiran dirangkum pada gambar dibawah ini:
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